Menimbang

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

a. bahwa sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang

Maha Esa, yang dalam pemanfaatanya digunakan sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Indonesia;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas Tanggung jawab sosial dan lingkungan
harus diwujudkan untuk pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan
masyarakat pada umumnya maupun untuk perseroan itu
sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,
norma, dan budaya masyarakat setempat;

bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan
hidup di Wilayah Provinsi Jambi yang merupakan bagian
integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi,
maka hubungan sinergis antara pemerintah daerah, para
pelaku dunia usaha dan masyarakat harus dibangun agar
memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha
serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam
pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian

lingkungan dalam segala aspeknya;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab  Sosial

Perusahaan.

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4327);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

14.

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4675);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang  Nomor 11  Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5305);



15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia
Usaha;

16. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan Program
Bina Lingkungan;

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
Dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL

PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau Pemerintah
Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.
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10.

11.

12.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-
undangan dan/atau anggaran dasar.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberi nasihat kepada Direksi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah
dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung
jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma
dan budaya masyarakat setempat.

Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi
maupun diluar lingkungan organisasi yang mempunyai kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh
dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman, penduduk,
kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan baik yang ada di daerah maupun di laut/ daerah perairan yang
terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan
sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik
dan non fisik.

Forum pelaksana TSP adalah organisasi forum komunikasi yang dibentuk
beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa
melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan

evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.

memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program

tanggung jawab sosial perusahaan di Jambi ; dan



